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- PENANGANAN P PERKARA MASA BEPAN KE-

'pamra;:ga _ ma@lm lemhaga rmsyamkai y_a
A ster 'umuk mehkdcangsengawasan mhaday
i _f=*§a§annya pm&s pemga%ma ndinm. pengadzhﬂ,

i Prakiek p%negakan hukur:di: pengachlan }clta dewasa ini meaga ni kenyacaan-. g -
-:'kenj,ataan vang;tidak begitu: ienggembirakan, ‘Administrasi ‘peradilan 'vang |ngat
tehnis. sepem registrasi perkara distribuii perkaxa pada hakim-hakim, penentuan hari.
; 51dang, jammulaj ‘sidang sertapenentian nang sidang; pengundumn s;dang, pencata- -
vtandanpenwlesiianberitaacara’ sidang;’ penyefesamn VORMS, Seria pembentahuan -
-,(reiaas) dan pendokumenms;an perkara-perkara vang sudah saiesai masih jauh dari
yang dibampkan. Artinya banyak proses berjalan tidak secara'mekanis ‘sesuai
cproseduraliyang wlah d:tentukan dalam per: Undang~Undangan Sehmgga plhak—
<pthakyang! berhubung denganita banyak yang dirigikan, e o
cAday kecendemngan ‘dalam - pmkwk dianggap ‘sebagai’ sesuaty l-.ekumngan—
kekumngan dalam ‘administrsi - tehnis 'vang tidak terlalu penting sehingga' betum
pernah ada perhatian vang cukup dan terus-menerus untuk memperbaikinyait!l
#Akibatnya,«walrupun ‘secara perlahan-lahan masalahini sudah mulai‘'menggangu
- prosesjustisialnva; de facto diterima sebagaisesuatu yang wajar &ja. Demikian pula
-dengan administrasi progesuil.’ ‘Misalnya kata-kata: ‘bebas demi hukum - dalam
- penangkapandan’ penahanan yang diatar da!am KUHAPpia kieknya' d;se!undupkan
‘begitu saja; ‘Artinya kendatipun- seminggu perpanjangan penahanin terlambat tidak -
akan ada tindakan apapun. Demikian juga dengan tenggang-tenggang wakeu dan
larget penyelesaiandalam waktu perkara perdata jarang ditetapkan secara tegas, Satu
'perkara blS‘:.i mem:«,zkan waktu satu tahun untuk ungkat permma Demikian juga

X Dasampmkan dalam "Digkusi ?oia Penanganan KE.SUS d1 I.BH Ujung ?andang

B Inspelas; mﬂndadak(smak) yapgdiprakarsiMengri Kehakiman Rl Ismail Saleh

 agaknya tidak terencand dengan rinci sebab: foilow—up darz sxdak tfamyata ‘tidak
ada dan situasi:kembali seperti - biasa. &
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- apab msalnya satu f:hak lekah tcrlambat menua_]ukan bandmg aty kasas; k _
_‘niteraan terusjuga meneruskan. Padahal dalam administrasi 2d diskresi yang dapat
l'dﬂakakan Akibatnya adalah perkara tetap lama ; kontras denganasas cepat, mumh e
dani sederhara . o
Pa "'tx:zavpamtera (L[Ei’i\. of court) omng di belakang admmtstrasx perad:lan 1m S

) ﬁb-sxstem da}am sistem administrasi- peradﬂan keseiark
ekamsme sistem: yangs sudah dramr Sltuas: nu memunfrkl ]

'_.alag-alat £ulas C gm’ sabagamya ndai«: akan pemah dtanggap sebagax sesuatu pelangga—.
_ 'ra.;a hukam Wa}aupun saiman putusan.ini daperlukan untuk kepentmgan eksekum__

umumnyﬁ tzdak‘ ttmtas malahan dalam praktek bisa menambah kesulitan senchn

: Batangkah Exmbul pernyaiaan: mengapa panitera-paditesa- kita demikidn. Dan
i nan menun;ukkan adalah. persyaratan untuk meniadi- panitera periu i
;-;s&sua;kan dengan perkembangn dalam penegakan hukum. Termasuk di daiamnya '
- proses: ‘seleksi yang harpg obyektif, Idealnya untuk menjadi panitera adalah seorang
sar_;ana hukum, «dan tentu saja sebelum memangku jabatannya ada 4raining tentang
adng ;stram peradkian Dengan tmgkat pendldlkan yang demxklan visi daa mtegn-
saya dapat diandaltkans:
#x7Patalel dengan keadm ‘panitera; hakm—hakim kita jLIE& bazk dttmjau dari 51stem
maupun dalam kenyataan . sehari-hari .pengalaman. meﬁunjukkan kurang -inde-
:;peﬁdera Hal ini mungkin-disebabkan oleh beberapa hal.Pertama Hakim sebagai
- pegawai Jegeri; terikat pada ketentuan Departemen Kehakunan s&pertl kenaxkan
:pangk.at mutasi, fasilinis (rumah, mobil dsb) ;
- Sebagai pegawainegeri-wajib menjadi anggota KORPRI ? dan mend ukuno salah
-»:S;l:u kekmtan sosial-polisik (GOLKAR). Dalam kedudukan sebagai KORPRLini
tinduk pada ketentuan-ketentuan Menteri Dalam Negen sebagai ketua pembina
. KORERI. Dalamkedudukan scbagai Hakim tunduk pada koordinasi dan petunjuk-
y x_;l_;_uk _Mahkamah Agu_n_g sebagai.kekmtan:kehékiman (ju_dikatif) -tertinggf":é“

“2 “Dalam pa&il Ilayat | UU 14/1970 menentukan ”Bac}ambadan yang meEakukan
> peradilan.... mgamﬁtons administetif dan firansial ada dj bawah kekuasaan
masing-masing departemen vang bersaingkutan”.

& 3 Menurut KEPRES 3/1984 pasal 2ayat 1, Segenap Pegawax Republik Indonesia

' ',?.z,:-dlhunpun dalam-satu organisasi yang chban nama- Korps Pegam: Republik
““Indopesia - disingkat KORPRI, -~

4 Lihat lebih javh dalam UU 14/1985 tenianu Mahkamah JAgung.




2k pengaiaman Hakim

1A) danpadaUndang-Undang Sebagai sulah stu impli

fsiaf

‘mereka jalankas. yang umum’ e esensi sebagai-
*Aparatur niegara’ yang melakukan "budaya “korupsi Terhukii dari beberapa Hakim
‘dan Panitera:sudah ada yang menjadinarapidana. Demikian juga adanya rasa sinis -
masyarekat terhadap pengadilan inf dengart ungkapan-ungkapan: seperti-; 'yéng
- diperkarakan adaleh kambing tetapl malah kehilangan sapi; dau seterusnys. Ung-.

‘kapan ini adalahkontekstual dalam arti merupakati cerminan pengalaman mereka:

5 Masalahini uncul pada symposium PERSAHItanggal 11-1 2 Desemnber 1986 di
 Yogyakaria. Meneeri K ehakiman R1 Ismail Salch dalam sambutannya menyata-
kan”....... dengan kecews saya melihat bahwa usbha yang dilzkukan untuk

. memperbaharui pendidikan hukum kita, masih tetap juga mengikuti pola pendi-
 dikan hukum dari jaman schelum perang. [a samasekali tidak mencerminkan.
pembaharian dan yang amat menyedihkan lagi ialah perdidikan hukum kita
~ pada umumnye tidak berfariasi pada pembanguan rasional.....”
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| _ 'bemﬂmn dengan pengadﬂan Mereka d;s:m tldak saja masyarakat b;asa tetapl juga' ‘_.

| memberi peﬁgayom sesual dengan asparam keadilan mereka. Alternatif yang dxtam— .
. pﬂkan'dzm'berbagaa kasus yang tf:r;adl menunjukan, hasil-guna dan daya-guna yang e
T ka’xi, setzdak—ﬂdaknya dan sssx yang melaklvkan q }}alam kamn ini b@

:6 Dalam huhungan :mdapat dtajukan sebagn contoh organisasi keamanan swasta
" 'beberapa ‘wakiu yang lalu seperti PREM’S ‘lebih efektif untuk menyelesaikan
¥ “hupng “piung danpadia berperkara lewat Pengadilan dan-seterusnya, o

- Dalam pasal 27 UU 14/1970 ayat 1 ditentukan bahwa “Hakim sebagai penaga’_k
. yang hidup dalam masyafakat, Dalam penjelasan ketentvan ito dissbutkan
“*Dalam xmsyarakat yang masih mengeral hukum tidak tertulis, serta berada

‘_daiam masyarakat pergolakan dan peralihan, ] Hakxm merupakan perumusan dan
penggalidarinilai-nilai hukum yang hidupdi kaEangan mkyat, Untuk ituia harus
" terjun ke tengah-tenuah masyarakat untuk mengéral, memasakan dan mampu
"‘menyelaml perasaan hukum dan rasa keadﬂan yang hidup dalam masyarakat.
" Dengan demikian Hakim dapat memban Reputusan yang sesuai dengan hukum
dan sara keadihn masyarakat.
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membuktzkan bahwa kebenaran bentuk {formal)dalam arti atas dasar aturan termhs: o
bzelumlah memadaz, tetapi harus mengandung aspirasi yang hidup di tengah masya-

, subtansial). Dengan deimikian apabﬁa proses pengadilan dalam kenyataan. . -
nya memmjukkan tidalk mendukung ke arall, .pemerataan keadilan-pada: satu masa.
tertentu maka Wﬁjﬂﬂ&h ka‘au masyarakat encari alterpatif yang lebth responsu -
- seb . Wajar dalaim a am sebagal reaks: logls dan 5

: : gity sehat. ~ saperti digambarkan di
--yangdengan sendmnya akan melumpuhkanapa__ tyang lain. Dalam habunga'
ada ba;knya kunmn pencia;at__Satupto Rahardjo ® dxketengahkan ‘berikut ini

aga yang terlibat dalam peiayanauhukﬁm pembenau,

. . bantuan hukum pelayanan seria. pengadamlmstms:an keadilon, tidak bisa kﬂa;ﬁ.. |
‘dan peri,%kukan 5eb ;

an’ -dengan Bngkﬂngannya yang iebxh _ i ] ‘:
,muka POS].SI yang. dem:kaan‘itu mcnjadz Iebib kentaza lag: pada saai suatu:.
: 4 da- ab-tengah proses perubahau yang, besar seba-
gaunana dialami oieh bangsa kitg dewasa ini,, Konsep—-konsep juga bisa
sepert :dan pemahaman bantu&n hukum secar individual menja di,
al. Perubahan yang demiklan Jjuga menandai perubahan dalam pen-
- dekatan serfa metode, . yang. digunakan, seperti. dari teknis hukum meluas;
" -dengan meﬁggunakan teknik yang lebih bersifat soszal . : ‘
Hai-hai yang dﬁakukan dan Dbisa, dﬂaimkan oleh iembaga pemben bantuan"

: :hukum 3uga tsdak ditsntukan ‘olehnya: seﬁdm, me!amkan Senantiaga. da!am

* hubingan’ snstemsk dengan adzmmstrasz penyeleﬂggaraan keadxlan &epem’s

i kepahs:an, ke_}aksaan dan peagadﬂan. Hubungan sisternik tersebit menunjuk-'
<kan bahwa z masing- masmg badan =1is iembaga tidakBisa’ mengisolasi dirinya’

. terhadap yang lain. Gangguan guncangan serta kerusuhan pada atu tempat

1 akan memher:kan dampakaya kepada yang dain; Bagaxmana ‘pun saya ki’
; _:pengadﬂan “masih menempatn smin:ked udukan Khusus' daiam ‘adrministrasi:
- keadilany }{hususnya dalam bubungan dengan’ lembaga-lemhaga bantuan:
e huknm Apabilaada. hubungan yang bessifat: ke&rgan&uagan, maks Iemhaga
bantuan. ‘hukusi ‘masik banyak ‘tergantung’ das kealites ‘kerja pengadilan
o kekmsann untuk melkukan pengawasan terhadapyang lain itw Menyshat-,
kan kembali administrasi keadilan kita merupakan @lahstu cara. vang:perhw

8 Pendapatini ditangkan dalam satu makalah yang disampaikan pada lokakarya
. yang d:xleﬁzaamkan olehLBH Semarang pada taxagga.l 25dan 26 FebrLan 1988
di Ungaman, Semarmng, :
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ﬂ;empuh da}am rangka memeratakan keadﬁan Hai hal serta lanokah langkah'

: agai suatu stfategi pemngamn unmk pemerataan keadal&n I&are :
suatuk dﬂanhda%ﬂah sah umuk duundaapa!agxhanya untuk sebaglanomng Tld

pemenniahan di'daenh;
Padahaldalim’ masyarakat kna suciah iama mengemi Iembaga—!embaga dansusunan
pengadalansendm danpemah diakui, Secara soszologis halini dapatdmmkan sbagai |
yang dlpakmcan sehmgga memerlukan penyesuamn—penyesuaxan Tetapi

Demikian puia suatu penyesuaaan swcan formai dapat dxsebut berhasil t&lapl daiam
kenyataan beliim @ntu; Baxangkah kehxdupan kelembagaan pengadilan Kita sedang
berada dalam proses penyésuaian'se perti‘ini. Sehingga nampak kirang ‘bersahabat
dengan msa keadilan masymakat ;sebagaimana terlihatdari kasuskasus yang ferjadi.

Menurut:Undang-Undang yang dissbutkan di atas-disetiap wilayah kabupaten
diadakan satu pengadilan negeri-dan.di setiap- propinsi diadakan satu pengadilan
tinggi:dan-di ibukotd negan diadakan satu’ ‘mahkamah agung sebagai kekuasaan
kehakiman tertinggi:(vide UU:14/1985 tentang Mahkamah:Agung). Pengadilan-
pengadilanitu: diisizoleh’ personil dasi produk: didikan- yang mendapatkan ijazah
formal:pengalamanjrdengan-pemngkat hukuny acara yang sebahagian berasal dari
. masyarakat Eropa dengan proses kolonialisasi. Sebahagian lagi sudah diperbaharui
dengan sistim’‘dan dasar filosofis yang lain+#7-Sehingga jadilah kelompok-hukum
acara kita itu bersumber pada dasrsosiologi, filosofi dan juridik yang berbeda; yang
sangat:m ungkin satu sama hin koniradiktif. Dengan-kondisi seperti-inilah proses
penegakan hukum dijalankan. Oleh karenaitu dapat-dibayangkan betapa jalarnya
iavw enforcement dan taw maintenance kita-itu akanmngat-impro'visatorif.!

9 Mmin}a hu!{um acam pardaia mamh diatur dalam HIR, sedangkan untuk acara
pldana tzlah diatur dalam KUHAP,
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: ..-;,---K;abaku_.kita baca bebempa “literatur- 1 yang menulis tentang: masyarakat Kitg

sebelum dan pada satadanya kolonialiss; dimana antara lain digambarkan jugs . -

- tentang lembaga penyelesaian suatu perselisihan (settlement of legal dispute) atau. .

semacamnya, dalm pmkeek penegakan hikum lembaga itu mendapat tempat] -
I)g]gm- pasal 3a RO ditentukan bahwa {1) _perkara-.perka:g:yang_pemeﬁks’aaﬂnyé '
menurut hukum adat menjadi we wenanghukum dari masvatakat hukum kecil-keci] -
(hakim-hakim desa)tetap dissahkan kegada pemeriksaan mereka itu, (2) apa yang
dien dalam. ayat dimuka ini sckali-kali tidak mengurangi ‘wewenang dari
pihak-pihak -untuk. setiap - wakin menyerahkan perkaranya -kepada  pemiutusay”
kim.yang dimaksud dalam pasal:1.:2 dan 3,/(3) ‘Hakim-hakim: yang

lam ayat perama;mengadili menuruthulum adat o F e =
ke epiilauian®Maluku- dikenal ‘dengan "negrorijrechbank’. Di Tapanisi . -

‘Selatan dilakukan oleh kepala masyarakat, oo lieeigneinone
“Tetapijustru setelah zaman post-kolonialisasi peranan lembaga itu tidak nampal,

* Dugaan yang paling kuat penyebabnya adalab’karena adanya keinginan yang sangat
radikalninuk “kesatuan -dan persatuan’ pada awal-awal kemerdekaan termasnk
bidang hukurn, dan/atan sekedar mengisi kekosongan hukum yang karena pemerin-. .
@@han masih baru belum sempat untuk mémbuatnya sendiri, tanpa memperhatikan
unphkasz«xmphkasanya -kemu‘dian.:_-- NRE O RN .. I \ TAN -

v Keadaan terakhir ini tercermin dari cper-Undang-Urdangan $4ng menyatakan
perangkat  perafuran hukum. acara ity masih akeh fetap dgermhankan dengan
‘perubahan disana-sini, dan sifatnya sebagai pedoman 1" . . .
< “Dalam:konteks yang demikizan, mengapa salurauitﬁ'ii@fé&.seiam pas (sinkron})’
untuk:menanggapi hukum dap keadilan sekarang maka secara-historis per-Undang-
undangan'sebagaimana disinggung sedikis di atas telah dapat dijawab. Tetapi keten- -
tuan # masih tetap ada belum ada ketentuan yang bary, itulah soalnya buat kita:
sekarang. Selain dari adminstrasi ‘peradilan, kebebasan hukum dan. politik hukum
pemerintah di awal kemerdekaan (dimana sampai sekarang de-facto masih berlang-
sugn) seperti divraikan di muka, kurang memperdufikgg_untukmencapai kebenaran
dan keadilan itu terutama.dari sisi masyarakat miskin dan buta hukum, organisasi
Advokat (seperti IKADIN) tidak cukup kuat untuk. dapat smelakukan peranan
‘social-control'nya sehingga dapat tetap menjaga keseimbangan, Organisasi pemberi
bantuan hukum (seperti Yayasan Lembaga Bantvan Hukum Indonesia) dalam segi
pelayanan hukumnya yang menyanglus penanganan perkara (litigasi) de-jure masih
satu fihak dengan advokat. Artinya advokat dan pemberi bantuan hukum {pembela
hukum) sebagai profesi litigasi di Pengadilan belum dibedakan secara; prosesuil.

1o i mtur it anme lain (1) Prof: Dr. R. Sitpomo; SH™Sistim Hukuin di Indonesia
(sebelum perang dunia I1), 1982, (2) Prof. Dr. R, Supsmo/Prof MriR. Djokosu-
~ronp, Sejarh Politik Hukum Adat” (jilid I dan ), masa. 1848-1 928, (3) Prof.
~Mr. Teer Haar, “Hukum Adat Indonesia”, . - - . L
11 Lihat lebih jauh UU darusat No. 1/1951 wniang tindakan-tindakan-cementara
untuk menyelenggarakan kegiatan, susunan kekuasaan dan Acara ‘Pengadilan-
Pengadilan Sipil. P s s i imme b
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Sehlngga secara mandiri. sulitjuga untuk melakukan “pengendalian sosialinya’ ter-
asalah—masalah yang: telah dikemukakan «di:ats! dx forum pengadﬂan

MDIN_ dalam anggaran dasamya 3elas menyatakan dm antara iam seb -
-orgamsas; per_}uangan “tetapi kata perjuangan dalam anggamn ‘dasarini ~ palmg

'_tldak sampai sekarang #= belum pemah efektif. Ada beberapa alasan untuk: mengata--L :
' m_tklan pertama secara praktm konsohdam orgamsas: Advokat beium pernah

-.:gro_ p"yang palmg domman dan kelas menengah khususnya daiam menega :

Kebebasan 'peradllan sulituntuk drpexankan denganbaik. Dari aspekperanan organic’ .

kat divIndonesia: dapat dicatat hanya zaman: PERADIN'pernah efekuf
1tupun hanya pada menjelang berakhirnya tahun enampuiahan dan awal tujuilpuluh-'_
amagak memadai; tetapi’ sesudah itwlebib bersifat pro-forma belaka. Kedua, dari
Advoka;-admka‘ tyang: tergabung dalam. organisasi ity belium mempunyal wawasan
yajig hampirsama’= ahkan sangat senjang - sehingga ‘sense of pride’ selanjutnya

- sensofbe]ongng - befum permah tmnbuhdenganbmk Sehingga sangat mudahsekali
itk intervensi ke dalam jika ada fihak’ mengmgmkaumgamsas; advokatitutidak.
kuat. Di sisi lamn sulit menghampkan untuk conecern dengan’ ‘masalah yang leblh'
$08ial ddn politik ‘Dan:justru demikianlah kenyataannya ketika masasjaya
PERADIN, di manaefektifintuk ‘ménegakkan kode etik profesike dalam sekaligus,
dapat menjalankan sosial kontraknya ke luar organisasi, intervensi-itu kentara sekali
kehhatan Anggoia yang diambil undakan karenamelanggar: kodeetik, Justmd:fasxh-
s pemenmah untitk‘mendinkan organissi profesiadvokat tandingan: Dan pzaktzs
peranan orpanisas men_;ad: disfungsional: ‘Ketiga; sejauh ‘ini-belum’ pernah fada
pengakuan a;n]agx dukungan resmi dari pemermtah terhadap suaiu organisast advo-
‘katpadahal profe51 inl sangat dependen padabirokrasidan/atau administrasi: peradil-
an '-yang daseiengga:akan oleh ‘pemierintah. ‘Termasuk-pada- IKADIN yang santer
discbut sebagai wadah' tunggai - Indoriesian’Bar Association.”

Dengan atdr belakang [y msasn Advokat demxklan mustahillah mengharapkan

ﬁpetanan yang berhasﬂ dan berdaya guna, “antuk’ memfa:smtam pencapaian ‘keadilan
dan: kebenaran ‘yang berwawasin sosial. Oleh Karéna itu tétap tuiak ‘ada Jalan 1ain
‘hatus mencari alteraatif intik bagaimana tetap'membantu pencari kéadilan (mlskm
=dan buta hukum) dalam kenyataan-kenyataan ya.ng kurang kondusxf |£u (alterna::f

JUSTICEIN MANY ROOMS :'suata altemauf :

Istilah di atas datang dari Sat_;xpto Rahardjo dalam makalah yang.sama seperti-
disebut. di anuka, dalam; Kkonteks. menanggapa pemerataan keadilan, Lengkapnya
gagasan itusebagai berikut b

..... dalampémetataan keadllan d:butuhkan pula dekonstrasa dan debzmkra-
tisasi pengadilan, artinya mencari bentuk-bentuk: alternatif yang tidak formal
-ai-birokratis seperi; sekarang ini; Kalau memang ciri keluwesan dan keselarasan
-5 merupakan’cirl menejernen: sosial kita, maka apakah: klta tzdak sebaxknya
divsabakan pelayanan keadilan yang lebih menyebar?




aﬂjl_ an --keadﬂan di luar gedung -

ana dan cepat ternyata be!um dzmagfaatkan se’tm

karena dala D ,lembaga it terkan‘ iaugsung dalam suat proses formai sepern
pe{kara perburuhan sehingga intervensi pejabat penegak hukum- {Depnaker)'iidak
bisasdihindari, ‘Dan kenyataannya'ada kecenderungan tntuk mendesakkan eksisten-
smlya._ Sehmgga akibamya dalamnpelaksanaan di:P4D dan:P4P lembaga itu lebih
bersifat pro-forma belaka: Tetapi § suatu’hal dalam praktek arbitrase ini harus dicatat
yaitu bahwa aspek sederhiana daa ‘cepat'sangat menonjoljika dibandingkan‘dengan
prosesdiPe gachlan Negen Dan hai ini adalah sebahagxan dan kebutuhan masyara—
kat:banyalki o o :

“Paralel dengan masaiah ini, hai yang samayakm mencan aItemanf penyelesalan
perseizslhan ‘hukum? yang ‘berdaya guna dan'berhasil guna; 3uga dialami masyarakat
Atnerika’ “yang: justru‘sanigar terkendl sangat fitigous it Seorang penulis Amerika
Jerold 8. Anerbach dalam bukunya “Justice Without Law?” resolving-disputes
withour 1a: wye 15\ ‘mengatakin; ”Lntigatwn inionly one choice: among ‘many
poﬁs;bnhtes, rangmg from avoidance to violence?..; i—lnstoncal]y, arintratlon and
medratmﬂ were prefered aiternatwes ’I‘hey expressed an 1dealogy ef commum-

12 Jeroid S Anerbach Justlce Wlthcut Law? ?, Oxford Umvers:ty Press Oxforﬂ~
New York:; Toronto Melbourme, #1982; ot HE L e
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mm{m jushce wuﬁmu& formallaw,an eqmtabﬁe pmc&ss i;ased on recsprecai acces

' aniltrust among community memberi 13 e :

Datam tulisannya itu Jerold S. Arerbash menggamba:rkan bahwa dalam kenya—- .

'-taa,n v banyak kelompok masyarakat {communitics) yang ‘memiliki variasi penye-

: iesas,an sua'tu persoalan. hukum; seadiri seperti kelompok: mas;,'arakat berdasarkan
101 (geography) 1deolcgy, piety, etmcxty and comercial pu Dan menempat-

iembaga foxmal (Iegalmd} temyata membawa dampai«: i
harga keadilan menjadi sangat mahal dan penyelesal
i rtentangan dengan syimbol keadx n'n kita
',befmakna pengayoman. Konsepsi keadilah seperti
inéoms tcru&;ama masyarakat | hukum adat .}awa Tetapx | Har
be va saja, substansinya kumng terperhaukan yaztu cepat dan tuneas Mis
daiam Kkonteks itu ada. mkenal “lembaga pe’, pe’. yang, dxgunakan rakyat untuk
keadilan hukom :sambii berjemur di bawah pohon beringin, Dan raja yang
méh’ha im.akan menghampm, mendengar keluhan kemudian 'mamben pu n
kétlka j’ang sifatnya mengikat tanpa f fomlalxtas Dalam hukum cara kita memang
suﬂa daazas’'cepat, mummhdan sederhana tapi azas nnbaru sampa; tahap re{onka'
ga alternatif penyelesaian suatu kasus hukun yang lebih _om rehe 1f
hng tidak untuk st sckarang merupakan kebutt;h k1
datbmukan Hal ini. merupakan tantangan kita, teruiama pembela umu. ey

Public Interest: Lutagatmn -
- Secara-sederhana dapat dxkatakan bahwa kasus—kasus yang menank perhauan
masyarakat umumnyasbila:« imelibatkan banyak -omang (kolektif), menyangkut
orang-orang yang punya nama besar'di masyarakat dalam bidang politik, misa!ﬁya
anggota-DPR. dalam bidang olah-mga-juara-tinju (dunia); dalam-bidang hiburan
(kesznianypenyanyi ierkenal ataubintang film. Persakanbanyak meliputi penanga:
nan kasus ang melibafkan kalangan di atas, dan pada saat yang sama komentar-
komentar:akan bermusnculan, Publikasi kasus-kasus demikian dapat bersisi- ganda
positif.dan. negatif jika ditangani dari, aspek litigasi; Positif.apabila ditujukan untuk '
meleburkan icekakuan bzrokras;, dan negatxfbxla hanya untuk sensasi dan populantas

13 Sejalan dengan itu adakah gagamn dekan fakums hukum Umversxty ibe Clty of

e New: York, CharlesHelpern dalamThe New. York TimesMinggu28.September

i:1986. mengatakan. "There.is great interest.in.the legal profession. today; abont

alterntive dispute resolution-ways of solfing disputes without turning them into

.- lawsnit and talking them into Court: Thiscaninvolie mediation of negotiation or
creating pew forums for more informal resolution of dis-agreements..il.”
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bx]a vang berkepentmgan minta bantuan LBI;I, maka kantor LBH Wa_]lb untuk_'.‘

yang tidak mengindahkan hak-hak warga masyamkat sebagzu konsmnen ;

Hakuntuk memperoleh kedudukan yang sama bagi wani .
Hak ini dapat.muncnl apabila suagu kasus dilatarbeiakaaw. leh dxsknmmasx seks :

dan/atau tidak menghormati kodrat'wanita sebagaimana secara juridis telah menda-

pat pengakuan. Misalnya kasus»k&sus PHE yang diiamrbeiakangl karena menghm— -

dari cuti haid dan cati'melahirkan. <000 e S G e s

Hak untuk mempemieh upah yang yak

Hak ini i dapat muncul dari kasus perburuhan dimana’ upab yang d}tenmakan pada
buruh'tidak rasional - dilihat dari perbandingan'antra pendapatan perusahaan
upah buruh. Termasuk juga dengan standar kebutuhan f:mk il 'mum (RFM)

Hak antuk mempertahankan sumberdayal -

:Kasus:konkntnya lebih banyak : menyangkut masyarakat yang berusaha pada
sektor informal (ekonomi) sepestitukangbeca, pedagangan asongan, pedagang kaki
lima; dan seterusnyva; Dalam kasus. disini; sering ada, pertentangan anara. peraturan
dan/atin. kebx;aksanaan yang:lebih itinggi: dengan’ peraturan yang lebih:rendah,
Misalnya-Perda DKI Jakarta: No. 371972 bertentangan. dengan UUD 1945 dan'
kebijaksanaan. pqmermtah pusat_.pada -pengusaha:sektor informal. e

Hak ini dapat muucul blla ada !\ebxjaksauaan ataupun saatu pensnwa yang t:dald
sesuai dengan Y1J:2/1982 tentang’ ketentuan-ketentuan” ‘pokok Pengelolaan Ling-
kungan Hidup, PP 29/1986 teniang Analisis Dampak_i.mgkungan (ANDAL) dan
peratufan-peratiiran lain yang berhubungan dengan itu.




~Tetapt bersamaan dengan tuntutan akan perapan pfofw ‘Advokat yang! lebil Iuas
1tu antlpam kalaugan pemberi bantuan hukum (legal aid group) sudah tepat dengan
'xlangkan kendala-keridalaformalitu. Kode etik pernberi bantian hukum tidak
bers:fat pasif !¢, Schingga mereka ada keleliasaan mendekati Kélom pok masyarakat
miskin dan buta hukum itu, yang secara teoritis tidak akan mungkin dapat menyel&
.saikan masalahnya sendiri. “Hanya' masalahnya adalah- ‘bagaimana peradilan men-
Jawab penyelesaian kasus mereka tanpa menjach korban kedua kali Disinilah letak
pentingnya-alternatif. penyelesaian itu - justice.in.many rooms. -

Sebagaimana divraikan di atas, pengadilan dengan keberadaannya sekarang mau
Hdak mau harus nenjadi. pilihan yang terakhir, _Sebelurany.
: pm”seciur-prosedur yang mungkin'ditempuh seperti arbitrase, m
- forum musyawarah di-mana, pihak-pihak dalam forum.itu mempu __;_kcsempatan
berblcara sellms-se]uasnya untuk menyatakan pendapatnya Dan 'penasei:at hukum-

17 Pasal 5 ayat ] kode euk IKADIN menenmkan‘ Advoi\at harus memmggu pemumaan
dari  klien dan tidak boleh menawarkan; Jasanya, baik langsung maupun tidak langsung
m;m!nya dengan melalui OrRRg-GIang perantara.

18: i = Vide Tap 01 /1985 YLBH  tetang pedoman Pokok Nlla:‘Nnax Peg uangan Yavasan 1.BH
ndonesia,
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- nya bertindak sebagai fasilitator.. : : : T
B I)m%;n_kasus vang kolektif eranya pentmg penﬁorgamsasxan bersamaan dengan
penanganan kasusnya sering: disebut_dengan commumiy organization (COY.
Pengorganisasian ini hanya mernpakan satu metodalogi ‘agar dalam proses mediasi -

‘ m:sa}nya ada kesexmbangan aniar ﬁhak o o

L2 2

L0 Seiretariat E&w&fﬂmm&hﬂm ﬁm
- Lombegalombaga Tinggd Megera -~ - . -
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1‘9 .CO dissbut juga None-stip process’ vide ELLEN DiONISIO Towards Re[evant and
Effenctive ‘Commumity Organizing 1985,




